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PUTUSAN
Nomor : 38/C/PK/PJK/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa permohonan peninjauankembali telah meskatusebagai berikut
dalam perkara :
PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI
TENGAH, N.P.W.P. : 01.142.806.7-831.000, beralamat di
Jalan Prof. Mohamad Yamin No. 27, Palu, Sulawesigéé ;
Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;
Melawan
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dberalamat di Jalan
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta ;
Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkuésnyata
Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Pemohaodiigpa telah meng-
ajukan permohonan peninjauankembali terhadap putlEengadilan Pajak
tanggal 22 Agustus 2003 Nomor : Put-01445/PP/HTI3IP003 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melaveeamdhon peninjauan-
kembali dahulu Terbanding dengan posita perkaragselberikut :

I. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan (1771) tahun 29.
> Disampaikan ke KPP Palu dan diteirma tanggal 4 @001 sesuai
tanda terima KP.PDIP.3.16 No. 0003293.
> Menurut SPT Rugi (Rp. 1.402.702.756,-) dengan Pagkutang Nihil ;
Penghitungan Penghasilan Netto menurut SPT sebaghkut :

- Peredaran Usaha Rp. 10.502.053.150,00
- Harga Pokok Penjualan Rp. 9.140.001.296,00
- Laba Bruto Usaha Rp. 1.362.051.853,00

Pengurangan Penghasilan Bruto/Biaya Usaha (Rf14296.109,00 )

- Laba ...
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- Laba Netto Usaha (Rugi) (Rp. 1.452.086,00)
- Penghasilan Netto dari Luar Usaha Rp. 49500,00

- Penghasilan Netto (Rugi) (Rp. 1.7202.756,00)
- PPh Terhutang Nihil ;

> Pengisian SPT PPh Badan (1771) didasarkan atagdmaptasil Usaha
tahun buku 1999 sesuai Laporan Hasil PemeriksaamntoKaAkuntan
Publik KJA Sapta Krida No. 32/Au/VI/2000 setelahHallukan koreksi
Fiskal Positif atas biaya-biaya usaha dan korelskaF Negatif atas
penghasilan yang bukan merupakan obyek PPh ;
Hasil usaha dan Non Usaha Komersil menurut Lapémmangan Rp.
674.407.507,- sedangkan Hasil Usaha menurut Fiskafi Rp.
1.402.752.756,- ;

Il. Laporan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik.

> Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa untuk tahkn B899 Laporan
Keuangan PUSKUD Sulteng diaudit oleh Kantor Akunkamblik KJA
“Sapta Krida” yang berkedudukan kantor di Makassesuai dengan
Laporan Hasil Pemeriksaan No. 032/Au/V1/2000 tahddgaJuni 2000.
Dengan pendapat (opini) bahwa : “Laporan keuangamyajikan secara
wajar posisi keuangan per 31 Desember 1999, Hashdl serta Arus
Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebatiai dengan
Standar Akuntansi yang berlaku” ;

> Penugasan kepada KUAP KJA “Sapta Krida” melakukamgriksaan
atas Laporan Keuangan, dimaksudkan untuk menjaroaditks dan
tingkat akurasi Penghitungan Hasil Usaha agar ddjmrtanggung-
jawabkan kepada 160 anggotanya yang terdiri dariDKWD se
Sulawesi Tengah dalam Rapat Anggota Tahunan (RASantping
keperluan lainnya termasuk instansi pajak ;

> Hasil Usaha Komersil sebagai berikut :

- Penjualan dan Pendapatan Usaha Rp. 10.587.1080650,
- Harga Pokok Penjualan (Rp. 9,140294,86)

- Hasil Usaha Broto Rp. 1.447.099.363,82
- Beban/Biaya Usaha (Rp. 2.928.452584,
- Hasil Usaha Bersih (Rugi) (Rp. 1.48B.200,45)

- Pendapatan ...
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- Pendapatan Bruto Non Usaha Rp. 3.416.717.792,03
- Beban (biaya) Non Usaha Rp. 1.260.957.083,76
- Pendapatan Bersih Non Usaha Rp. 2.155.760.708,2
Hasil Bersih Usaha & Non Usaha Rp. 674.407,82
Catatan : Hasil Usaha Komersil yang lebih terp@ridalam penyajian dan

penampilan dengan versi yang berbeda namun dafesugang sama
sebagaimana pada Romawi VIII hal. 9 & 10.

lll. Pemeriksaan Pajak.

1. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRINWBS.13/
KP.0305/2001 tanggal 17 September 2001 sebagaigpatigSurat
Pemeriksaan sebelumnya No. PRINT-08/WPJ.13/KP.@B0a/ tanggal
20 Februari 2001 dengan pemeriksaan secara AllsTaxe

2. Tim Pemeriksa Pajak telah meminjam sejumlah bedals men, buku-
buku dan bukti pendukung sesuai dengan Bukti Pamian Berkas
sebanyak 3 (tiga) lembar sesuai fotokopi terlampir

3. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No. PHP-289/A8/KP.0305/
2001 tanggal 21 Desember 2001 diterima disekret@kiEsKUD tanggal
28 Desember 2001 dengan permintaan untuk ditangtzdam waktu 7
(tujuh) hari setelah diterima ;

4. Karena ketika itu bertepatan dengan hari libur kezpn yaitu Idul
Fitri, Natal & Tahun Baru dimana pengurus menjalauti tahunan dan
baru masuk kantor kembali setelah tanggal 10 Jara@dl. Dengan
pertimbangan bahwa waktu yang diberikan yaitu hany@ujuh) hari
dan telah lewat waktu maka meskipun ditanggapi lsutduwarsa dan
tidak ada manfaatnya lagi, selain dari itu matarig/ada didalam PHP
tidak disetujui dengan alasan bahwa tidak sesuaigate keadaan
sebenarnya ;

5. Alasan tidak disetujuinya keseluruhan materi peksadn utamanya
penetapan Penghasilan Netto Usaha dan Pajak Teghkéaena selama
pemeriksaan berlangsung tidak pernah ada komun#éasi semacam
klarifikasi atas temuan-temuan berupa data/dokuryemy diragukan
kebenarannya sehingga terkesan bahwa Tim Pemeniedakukan
penghitungan pajak secara sepihak, dengan taxagadenenggunakan
norma Penghitungan ;

6. Lampiran ...
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6. Lampiran Hasil Pemeriksaan Pajak (PHP) menyajikayek pajak PPh
Badan sebagai berikut :
Obyek PPh Badan

Uraian Menurut Menurut Koreksi
Fiskus SPT/IWP | (+/-)
Peredaran Usaha 10.502.053.150,-  10.502.053.15%0,- 0,-
HPP 9.140.001.258, 9.069.170.164,- (+) 70.832,-
Penghasilan Bruto 1.432.882.988/- 1.362.051.854,+) ( 70.831.132,-
Pengurangan Pengh. Bruto 0,1 2.814.096.109,- +.824.096.109,-%)
Penghasilan Netto Usaha 1.432.882.988,- (1.452.0585.,-) | + 2.884.927.241,-
Penghasilan dari Luar Usaha 49.341.500/- 49.341.500 0,-
Pengurangan Pengh. Dari
Luar Usaha 0,- 0,- 0,-
Total Penghasilan Netto 1.482.224.486}-  (1.402.7185,-) | + 2.884.927.241,-
Catatan *)

1). Yang perlu kami ungkapkan sehubungan HPP Tim P&szedi atas yaitu
Penggunaan Norma Penghitungan sesuai penjelasdatgm PHP yaitu
melakukan koreksi total atas Pengurangan Penghdil#o sejumlah Rp.
2.814.096.109,- menjadi Rp. 0O,-

2). Selain itu hanya Peredaran Bruto sejumlah Rp. P0053.150,- versi
pemeriksa yang kami setujui, sedang yang lain kaak setuju ;

7. Kami bantah mengenai penjelasan Tim Pemeriksa glamgikan dalam
PHPnya bahwa nilai menurut SPT/WP, tidak sesuagalerketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpaelithedata/
dokumen pendukung atas Laporan Keuangan yang jds&ndit oleh
Kantor Akuntan Publik dengan opini (pendapat) : fsiva;

Kami anggap bahwa Tim Pemeriksa yang mengabaikdantken
perundang-undangan yang berlaku yang merupakam d&raama oleh
Fiskus dan WP ;
IV. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Tim Pemerila Ralu diterbitkan
SKPKB sebagai berikut :

- Penghasilan Netto Rp. 1.488.244.000,-
- PPh Terhutang Rp. 435.917.200,-
- Kredit Pajak Rp. 0,-

- PPh yang tidak dibayar Rp. 435.917.200,-

Sanksi ...
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Sanksi Adm

- Pasal 7 KUP Rp. 0,-

- Kenaikan Ps. 13 (3) a KUP Rp. 217.958.600,- *)
Jumlah Ymh dibayar Rp. 653.875.800,-
Catatan *) :

Pengenaan sanksi Administrasi Ps. 13 (3) huruf & Kienurut hemat kami
keliru/salah dalam penerapannya karena ketentua@8dan Ps. 29 KUP telah
dipenuhi, seharusnya dikenakan Ps. 13 ayat (2) K&HRjranya betul-betul
terdapat sejumlah pajak tidak atau kurang dibayalasg SPT Tahunan yang
terlambat, dikenakan denda Pasal 7 KUP Rp. 50.000,-

V. Surat Permohonan Keberatan.

Permohonan keberatan sebagaimana diuraikan padaddan d halaman

pertama surat ini, maka untuk lebih jelasnya ddpatikan sebagai berikut:

- Semula sesuai surat permohonan keberatan kami no®220/DKA/IV/
2002 tanggal 12 April 2002, diterima di KPP Palnggal 16 April 2002.
Permohonan keberatan tersebut, menurut kami telememuhi per-
syaratan formal sesuai ketentuan Pasal 25 ayda(Rayat (3) KUP ;

- Kemudian disusul dengan Surat No. 228/PNGRS/IV/2@@2ggal 22
April 2002 yang diterima di KPP Palu tanggal 25 iR@002. Surat ini
dimaksudkan sebagai tambahan bahan informasi tphadrat yang
pertama diatas yang sama sekali tidak mempengaermienuhan per-
syaratan formal ;

- Jadi seharusnya Keputusan atas Keberatan menunjait Bermohonan
No. 02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002, danKam Surat No.
228/PNGRS/1V/2002 tanggal 22 April 2002 ;

VI. Keputusan Atas Keberatan

Sehubungan dengan permohonan keberatan, telaimditerKeputusan

Dirjen Pajak atas keberatan tersebut yang intirdaterinya sebagai berikut:

- Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan keberataimoN : KEP-
92.BDN/PJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2004 ;

Uraian PKP PPH Sanksi PPH
Terhutang | Administrasi Ymh
Semula 1.482.224.000,- 435.917.200,+ 217.958.600,7 653.875.800,1
Ditambah 1.107.000,- 332.100,- 166.050,- 498.150,-
Menjadi 1.483.331.000{- 436.249.300,1+ 218.124.650,1 654.373.950,1
VIl. Masalah ...
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VII. Masalah Krusial Yang Diajukan Banding.
Berdasarkan uraikan di atas, menurut kami terdapaerapa masalah
yang krusial dan kami anggap telah terjadi kekafifkesalahan didalam
penetapan pajak, baik penerbitan SKPKB maupun Kepuat atas
Keberatan sebagai berikut :
1. Masalah Pembukuan.
> PUSKUD Sulteng sebagai lembaga koperasi yang barbadkum
telah menyelenggarakan pembukuan secara taat amatagoran
Keuangan atas Hasil Usaha di audit oleh Kantor AdurPublik
dengan opini “Wajar”. Hal itu berarti telah memenietentuan
Pasal 28 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KetenUmum
dan Tatacara Perpajakan Stdtd UU No. 16 Tahun 20&h karena
itu Penghitungan Penghasilan Netto untuk menetafesarnya
pajak terhutang harus didasarkan atas pembukuan ;
> Fiskus (Tim Pemeriksa Pajak) di dalam menghitunggpasilan
netto tahun 1999 menggunakan norma sebagaimanealgsarnya
pada lampiran PHP. Hal itu berarti fiskus menyimpadan
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku ;
2. Penghitungan Penghasilan Netto.
> PUSKUD Sulteng di dalam menghitung penghasilanonataha
menggunakan rumusan yang lazim berdasarkan pemmuykita :
Penghasilan Netto = Peredaran Bruto — (HPP + Biaydsaha)
Biaya usaha terdiri dari : Biaya Operasional damayBi Umum/
Administrasi, yaitu biaya-biaya untuk mendapatkergnagih dan
memelihara penghasilan sebagaimana ketentuan ®agat (1) UU
No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan StdtdNOUL7 Tahun
2000 ;
> Sedangkan menurut fiskus (Tim Pemeriksa), dengancemmati
PHP yang diterima menggunakan rumusan sebagauberik
Penghasilan Netto = Peredaran Bruto — HPRtanpa memper-
hitungkan biaya/beban usaha) ;
Dalam hal ini biaya operasional dan biaya umum/adstiasi
sejumlah Rp. 2.814.096.109,- diabaikan dianggap Rp. 0O,-

(penjelasan ...
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(penjelasan lampiran PHP No. A.5). Hal itu beraghyimpangan
dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pengenaan Sanksi Administrasi.
> PUSKUD Sulteng menyampaikan SPT PPh Badan (177KRe
Palu yang meskipun terlambat tetapi masih ditedim&ui.
Sekiranya sesuai kenyataan terdapat sejumlah paiakseharusnya
terhutang tetapi tidak atau kurang dibayar mak&saadministrasi
yang diterapkan adalah Ketentuan Pasal 7 KUP ydétuda Rp.
50.000 dan Pasal 3 ayat (2) KUP yaitu Bunga 2 %ulaab
maksimal 24 bulan ;
> Sedangkan perlakuan fiskus atas SKPKB PPh Badam t4B99
yang diterbitkan, dikenakan sanksi Pasal 13 ayatK@3P vyaitu
kenaikan sebesar 50 % dari jumlah pajak yang tataki kurang
dibayar. Hal itu berarti fiskus telah melakukan é@kian didalam
penerapan peraturan perundang-undangan pajak walaguo;
4. Permohonan Keberatan dan Persyaratannya.
> SKPKB diterbitkan tanggal 30 Januari 2002. Permahdkeberatan
yang menyatakan rugi Rp. 1.402.702.756,- yang tdisetengan
alasan dan penghitungan diterima fiskus tanggahd@ 2002. Hal
itu telah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2)(8aiKUP yang
berarti memenuhi persyaratan formal ;
> Keputusan keberatan dari Dirjen Pajak diterbitkamggal 23 April
2003 (diterima tanggal 28 April 2003) yang intinyaenolak
permohonan keberatan. Hal itu berarti Fiskus tidakmenuhi
ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUP, karena keputussber&tan
diterbitkan setelah lewat dari 12 bulan ;
> Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 ay&UP) permohonan
keberatan seharusnya dianggap diterima, yaitu :
SKPKB semula menurut Fiskus :
- Penghasilan Netto Rp. 1.488.244.000,-
- Jumlah pajak ymh dibayar Rp. 653.875.800,-
- Menjadi SKP Nihil Rugi  Rp. 1.402.702.756,-
VIIl. Penghitungan Penghasilan dan Pajak Terhutang.
Setelah meneliti kembali Laporan Keuangan sertgabiidaya usaha yang

menurut ...
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menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan tidadt diéperhitungkan
sebagai biaya maka dilakukan koreksi atas Laba ijRugaha sesuai
dengan penghitungan sebagai berikut :
a. Penghasilan dari Usaha Dagang & Jasa lainnya.
1. Penjualan Peredaran Bruto.
1.1. Barang Hasil Bumi eks KUD :

- Rotan Rp. 2.220.703.600,00
- Kayu Rp. 247.836.400,00

- Kemiri Rp. 7.447.750,00

- Kelapa Rp. 78.006.850,00
- Cengkeh Rp. 725.717.375,00
- Jagung Rp. 55.653.800,00
- Rumput Laut Rp. 3.800.000,00

Total barang hasil bumi

Rp. 3.339.165.775,00

1.2. Barang Campuran/Minyak Tanah
- Barang campuran eks Goro Rp. 5.049.190.443,00
- Minyak tanah eks Goro Rp. 1.464.960.000,00
- Barang Campuran Non Goro Rp. 33.266.812,00
Total barang campuran Rp. 6.547.417.255,00
1.3. Jasa lain-lain.
- Selisih susut cengkeh Rp. 607.770.000,00
- Selisih by. Konsumsi karyawan  Rp. 4.768,80
- Selisih potongan SWKP Rp. 2.375.000,00
- Selisih angkutan cengkeh Rp. 561.74,0
Total jasa lainnya Rp. 615.470.120,00

Total Pengh.Usaha Dagang &

Jasa Usaha

2. Harga Pokok Penjualan.

2.1
2.2.
2.3.

Hasil Bumi eks KUD

Rp.10.502.053.150,00

Rp. 2.950.844.917,00

Brg campuran dan m.tanah eks Goro Rp. 6.162.73%005

Brg campuran Non Goro

Rp. 16.407.226,00

Total HPP

Rp. 9.140.001.296,00

Pengh.Bruto Dagang & Jasa Ush.  Rp. 1.362.0510854

3. Biaya ...
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3. Biaya Usaha Dagang & Jasa.

3.1. Biaya Operasional Rp. 1.331.532.011,00
3.2. Biaya Umum dan Administrasi Rp. 1.596.920.542,00
Total Biaya Ops.Umum & Adm.
Usaha Rp. 2.928.452.553,00
Rugi Usaha Dagang & Jasa (Rp. 1.566.400.699,00)
b. Penghasilan dari Luar (Non) Usaha.
1. Sewa Bangunan/Gudang Rp. 85.047.500,00
2. Laba Penjualan Aktiva Rp. 6.849.500,00
3. SHU INKUD Rp. 42.492.000,00
4. Bunga Deposito Rp. 2.197.559.618,00
5. Jasa Giro Rp. 26.064.674,00
6. Deviden Bukopin Jakarta Rp. 3.752.000,0
7. Deviden PT. Sarana Sulteng Ventura Rp. 060GDO,00
8. Deviden PT. Sari Dewi Membangun Rp. 1.100.000,00
Total Penghasilan dari Luar (Non) Usaha Rp. B.B§56.292,00
Biaya Luar (Non) Usaha Rp. 1.260.957.083,00
Penghasilan Bersih dari Luar (Non) Usaha Rp4®@8&08.209,00
Total Penghasilan Bersih Komersil Rp. 674.800,00

Berdasarkan Penghitungan Penghasilan Usaha di ratdsy biaya-
biaya yang tidak diperkenankan dikoreksi positifi ggnghasilan dari
sumber luar (non) usaha dengan koreksi negatif ;

Hasilnya dalam bentuk Rekonsiliasi Penghasilan Bldébmersil —

Fiskal sebagai berikut :

REKONSILIASI
PENGHASILAN BERSIH (RUGI) USAHA
KOMERSIL — FISKAL

TAHUN 1999
A. PENGHASILAN UAHA KOMERSIL
1. Penghasilan Bersih (Rugi) Usaha Rp. (1.566.400.699,-
2. Pengh. Bersih dr. Luar (Non) Usaha Rp. 2.240.808.209,-
Total Penghasilan Bersih Rp. 674.407.510,-
B. PENYESUAIAN FISKAL ATAS BIAYA
USAHA.
1. Koreksi Positif (menambah penghasilan).
- By. Eksploitasi Kend. Dinas Rp. 46.316.894,-
- By. Innatura Non Karyawan Rp. 21.267.250,-
- By Konsumsi Rp 4227500,'
- Sumbangan_ Rp 9858620,'
- Pakaian dinas Karyawan. Rp. 17.037.500,-
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- Jamsostek. Rp. 6.700.673,-
- Askes Rp. 8.948.000,-
- By. Lain Organisasi Rp. 25.000.000,-
- Pajak-pajak. Rp. 22.781.712,-
- By. Kelancaran Usaha. Rp. 43.715.000,-
- By. Lain-lain. Rp. 331.018.833,-
Total Koreksi Positif Biaya Rp. 536.871.982,-

2. Koreksi Negatif Penghasilan Luar (Non
Usaha
Penghasilan yang bukan obyek pajak/gtau
yang sudah dikenakan PPh.

=

- SHU INKUD Rp. 42.492.000,-
- Bunga Deposito Rp. 2.197.559.618,-
- Jasa Giro Rp. 26.064.674,-
- Dividen Bukopin Jakarta Rp. 3.752.000,-
- Dividen PT. Sarana Sulteng Ventura Rp. 40.000.000,-
- Dividen PT. Sari Dewi Membangun Rp. 1.100.000.000,-

Total Koreksi Negatif Rp. (3.409.868.292,-)

Koreksi Positif (biaya) Rp. 1.260.957.083,-

Selisih koreksi Positif — Negatif
Rp. (2.148.911.209,-
PENGHASILAN (RUGI) FISKAL
TAHUN 1999 Rp. (937.631.717,-

IX. Kesimpulan.
Berdasarkan uraian di atas maka kepada Majelisnki&kimi mengajukan
dua alternatif sebagai berikut :
Pertama (1). Apabila Majelis sependapat dengan kami tentanmpleonan
keberatan dengan menunjuk surat kami No. 02.20/DK2002 tanggal 12
April 2002 dapat diterima dan dianggap telah merheparsyaratan formal
dimohon agar SKPKB No. 00060/206/99/831/02 tan@falanuari 2002
dan Keputusan Keberatan No. KEP-92.BDN/WPJ.16/BRM@E tanggal
23 April 2003 dibatalkan dan ditetapkan menjadi SKiRil dengan Rugi
Rp. 1.402.702.756,- ;
Kedua (2). Apabila alternatif Pertama (1) di atas tidak dagaerima
mohon kiranya penghasilan Netto dan Pajak Terhutditigiau kembali
sebagaimana penghitungan kami pada Romawi Vlltadi sebagai berikut :
PPh Badan 1999
Penghasilan Netto (Rugi) Rp. 937.631.717,-
Pajak Terhutang Rp. 0,- (Nihil)
Produk Hukum
a. SKP Nihil
b. STP

Sanksi ...
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Sanksi Administrasi Pasal 7 KUP Denda Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajakgaang2
Agustus 2003 Nomor : Put-01445/PP/HT.111/15/200gdelah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding dapha
Keputusan Terbanding Nomor KEP-02.BDN/WPJ.16/B20G8,
tanggal 23 April 2003, mengenai Surat KetetaparakP#&urang
Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999 Namo
00060/206/99/831/02 tanggal 30 Januari 2002, asamsanPusat
Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah, NPWP :
01.142.8067.831.000, Alamat : jalan Prof.Moh. Yarhio. 27,
Palu 94114, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah memipkekuatan
hukum tetap in casu putusan Pengadilan Pajak ta@@gagustus 2003 Nomor
Put-01445/PP/HT.III/15/2003 diberitahukan kepadan®®on Banding yang
dikirimkan melalui Pos pada tanggal 4 SeptembeB2@inudian terhadapnya
oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninfamabali secara tertulis
di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal Z2mlesr 2003 dengan
disertai memori alasan-alasannya yang diterima elpaiteraan Pengadilan
Pajak tersebut pada tanggal 2 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauanketebsebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan s@kspada tanggal 15
Januari 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak layartelah diajukan
jawaban yang diterima di Kepaniteraan PengadilajakPpada tanggal 13
Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Rasdan 92
Undang-undang No. 14 Tahun 2002 permohonan peminf@mbali a quo
beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tegggaktu dan dengan cara
yang ditentukan undang-undang, maka oleh karerfarituil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauankembali telahgajekan
alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokdierypaunyi sebagai berikut:
1. Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Bahwa Surat Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-ONB®PJ.16/BD.
03/2003 diterbitkan pada tanggal 23 April 2003 asegkan Surat Banding
Pemohon ...
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Pemohon Banding Nomor : 037/PENGRS/VI11/2003, tah@g@aJuli 2003,
diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada targgyduli 2003 (cap harian
pos) ;
Bahwa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3%2ydhdang-undang
Nomor 14 Tahun 2002, “banding diajukan dalam janglektu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dilvayidi
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidadij@ahui bahwa
Surat Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-02.BDN/\Y&BD.03/2003
diterbitkan pada tanggal 23 April 2003, sehingga@atiadiketahui jatuh
tempo Surat Banding Pemohon Banding adalah 2220@8, sedangkan
Surat Banding Pemohon Banding Nomor : 037/PENGR&803, tanggal
22 Juli 2003, diterima Sekretariat Pengadilan Pgjatta tanggal 23 Juli
2003 (cap harian pos), sehingga diperoleh petubptwa banding yang
diajukan oleh Pemohon Banding telah melampaui jangkktu 3 (tiga)
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayaUrf@dang-undang
Nomor 14 Thaun 2002 ;
Bahwa dalam surat bandingnya Pemohon Banding nekeyat baru
menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor : KERWZ2).16/BD.03/
2003 tanggal 23 April 2003, pada tanggal 28 ApfiD2, namun karena
Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan gghinidak terdapat
bukti-bukti atau keterangan lebih lanjut yang dampembuktikan bahwa
Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas baewirda oleh Pemohon
Banding pada tanggal 28 April 2003 ;
Bahwa Terbanding di dalam persidangan menyerahlepada Hakim
Tunggal copy Bukti Ekspedisi Pengiriman Keputusanb@inding Nomor :
KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003limana
berdasarkan bukti tersebut diketahui Keputusan areting, tersebut
dikirim pada tanggal 23 April 2003 ;
Bahwa karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan peagajbanding
Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaiciiamksud Pasal
35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;
Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimamaikiun diatas, akan
Pemohon Peninjauankembali (PK) semula Pemohon iBandnggapi
sebagai berikut :

a. Bahwa ...
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a. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandintartg Surat
Keputusan Termohon (PK), sebelumnya Terbanding MomKEP-
03.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 ¢fotcopy
terlampir, vide bukti P.2), Pemohon terima padaydgh 28 April 2003
sesuai agenda surat masuk No. 38 (foto copy tentange Bukti P.21).
Bahwa dengan penggunaan kata tanggal “diterimalasé%asal 35 ayat
(2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 menurut Pemdbenarti
“sampai ditangan Pemohon”, bukan sejak tanggatk slitanda tangani
atau dikirim karena masih memerlukan waktu di dapsralanan, baru
sampai pada alamat Pemohon ;

b. Bahwa permohonan banding Pemohon peninjauankeifgedelumnya
Pembanding) Nomor : 037/PENGRS/VII/2003 tanggal 2@ 2003
(vide Bukti P.4) diterima di Sekretariat PengadiRajak tanggal 23 Juli
2003 (cap harian pos), a quo masih dalam jangkauvaga bulan
pengajuan banding sesuai ketentuan Pasal 35 gyain(fang-undang
No. 14 Tahun 2002, dihitung sejak tanggal diterikegputusan yang
diajukan banding yaitu 28 April 2003 (vide Bukti2P.), sehingga
secara formal dapat diterima ;

c. Bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang untekniberikan
keterangan serta menyampaikan bukti bahwa Keputligshanding
tersebut di atas baru diterima Pemohon pada tarZgapril 2003,
karena Surat Panggilan untuk menghadiri sidang No@63/PP/Pg.14/
2003 tanggal 18 Agustus 2003, sesuai Agenda SuasulMNo. 74 di
Sekretariat PUSKUD Sulteng (foto copy terlampir kB P.5) yang
berarti Surat Panggilan sampai ditangan Pemohoryah@atu hari
sebelum persidangan yang dilaksanakan yaitu Selk@sggal 19
Agustus 2003 Pukul 09.00 Wib ;

d. Bahwa surat Panggilan kepada Pemohon untuk mengtgidang
bukan merupakan panggilan yang patut sebagaimamannga
panggilan yang berlaku di persidangan pada umunysity minimal
tiga hari kerja sebelum persidangan surat panggiadah sampai

ditangan yang dipanggil ;

e. Bahwa ...
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e. Bahwa keputusan keberatan yang Pemohon ajukanrgptelitanggal
23 April 2003 dikirim kepada Pemohon tanggal 23 iIARO03 (cap
harian pos) dari Kepala Kanwil XVI DJP Sulbagut dlifagteng di
Manado yang berlainan wilayah propinsi dengan Ratypat Pemohon
berdomisili, maka apabila surat tersebut baru idiempada tanggal 28
April 2003 adalah batas waktu yang ideal dan whgnhubung tidak
ada rute penerbangan langsung dari Manado ke Rahdlisi seperti ini
dapat dibandingkan dengan Surat panggiloan dargdeiian Pajak
Jakarta bertanggal 12 Agustus 2003 dan baru d#p&atth Pemohon di
Palu pada tanggal 18 Agustus 2003 ;

f. Bahwa menurut Pemohon, Surat Keputusan Terbandinggal 23
April 2003 dapat dianggap diterima Pemohon padgdaindan hari itu
juga dalam hal Pemohon datang mengambil sendit atanerima
langsung Surat Keputusan tersebut pada saat salétaidatangani,
atau diantar oleh kurir khusus secara langsungdeepeemohon pada
hari itu, tetapi kenyataannya tidak demikian ;

g. Bahwa berdasarkan alasan di atas, permohonan lgaRdmohon a quo
diajukan masih dalam jangka waktu tiga bulan sebegtentuan Pasal
35 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 oleénieaitu menurut
Pemohon masih memenuhi persyaratan formal untuéctttigbangkan ;

2. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Bahwa jumlah pajak terutang sebagaimana diteraplalam Surat

Keputusan Terbanding, Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16(2003, tang-

gal 23 April 2003, sebesar Rp. 654.373.950,00 (enatms lima puluh

empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilatus lima puluh
rupiah);

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undangoN& Tahun 2002

mengatur, “Selain dari persyaratan sebagaimanaksgumapada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam halibgndiajukan terhadap

besarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hdagat diajukan apabila
jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar seli#&0 ;

Bahwa besarnya permbayaran pajak harus dipenuthiR@enohon Banding

sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-gridamor 14 Tahun

2002 adalah sebesar Rp. 327.186.975,00 (50 % &33p373.950,00) ;

Bahwa ...
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Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal dindalarsidangan,
diketahui bahwa dalam surat bandingnya Pemohon iBgndidak
melampirkan bukti pembayaran atas 50 % dari pagaktdng sebesar Rp.
327.186.975,00 tersebut dan melalui Surat Nomod2/PENGRS/VIII/
2003 tanggal 15 Agustus 2003, Pemohon Banding nkendge@lum mem-
bayar 50 % dari pajak terutang tersebut ;

Bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkaim tperkipa Surat dari

Kantor Pelayanan Pajak Palu Nomor : S-157/WPJ.1630®/2003

tanggal 15 Agustus 2003 berisi jawaban konfirmatsis apembayaran

SKPKB PPh Badan Tahun 1999 dan SKPKB PPh Pasalabiinl 1999

yang menyatakan tidak ada pembayaran atas SKPKB B#ldn Tahun

1999 dan SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 1999 ;

Bahwa karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan peagajbanding

Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagairdénaksud Pasal

36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 ;

Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimarmardikakan di atas,

akan Pemohon Peninjauankembali (PK) semula PemBanding tanggapi

sebagai berikut :

a. Bahwa di satu pihak secara yuridis ketentuan P#&alyat (4) adalah
hukum positif bersifat imperatif, sehingga ketentui@rsebut harus
dianggap sebagai ganjalan hukum bagi pencari leradittuk mengaju-
kan banding ke Pengadilan Pajak, di samping iterkean tersebut
harus dianggap pula menghapuskan azas pradugeetaildh dalam
sistem hukum di negara ini ;

b. Bahwa di lain pihak, secara yuridis ketentuan tarse¢idak menjadi
persyaratan formal untuk mengajukan peninjauankérkbaahkamah
Agung sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-uid@an@i4 Tahun
2002 ;

c. Bahwa terhadap kekeliruan dan kekhilafan dalam ipsrpan yang
dilakukan Terbanding sekarang Termohon Peninjauahké (PK),
telah diajukan Pemohon sebelumnya melalui permahdeberatan,
akan tetapi hal itu diabaikan Termohon PK sehinggeeksi-koreksi

yang diharapkan Pemohon dapat dilakukan dalamsepr pemeriksaan

permohonan ...
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permohonan keberatan tidak pernah dilakukan Termdteninjauan-
kembali dan akhirnya Putusan Pengadilan Pajak fidgk memper-
timbangkan alasan-alasan Pemohon dan langsung akgmeimohonan
Banding Pemohon ;

d. Bahwa kesalahan teknis di dalam penilaian dan pgeaeragihan pajak
serta perlakuan yang dilakukan Termohon peninjaeabiali (PK)
sebelumnya Terbanding, mulai dari tahap pemeriksabm Tim
Pemeriksa Pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajalany Bayar
(SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 1999 oleh Kepala Kardgtay@nan Pajak
(KPP) Palu, pemeriksaan berkas permohonan keberatnpai
penerbitan keputusan keberatan oleh Kepala Kantday®h XVI
Direktorat Jenderal Pajak  Sulbagut-Sulbagteng Mananenurut
Pemohon keseluruhannya berkualitas cacat yuridibagsemana
dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 147a002, in casu
tuntutan tunggakan pajak yang Termohon peninjauabké tetapkan
senilai Rp. 654.373.950,00 bukan tanggung jawabidigurbagi
Pemohon peninjauankembali ;

e. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, putusan Peamgdedjak yang
mempertahankan nilai tagihan pajak sebesar Rp383450,00 yang
dituntut Termohon peninjauankembali sebelumnya dmding menurut
Pemohon berkualitas cacat yuridis, akibat akumulskeliruan,
kekhilafan dan kealpaan yang bukan tidak disengelgh dilakukan
Termohon sebelumnya dalam rangkaian proses sebagaidiuraikan
pada angka 4 di atas ;

f. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon Majelis Hakiguy ber-
kenan melakukan pemeriksaan ulang terhadap pemhasaltersebut
yang akan Pemohon uraikan selanjutnya dalam tinjaspek materiil
(Ad. B);

3. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2P0

Bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Bandingtatiiki bahwa

penandatanganan surat banding adalah SaudaraaHintbMalewa, jabatan

Ketua Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah ;

Bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undangNbs Tahun 2002

mengatur, ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah7Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur, “banding dapat diajukan oleh Wajib Pagdik, warisnya seorang

pengurus atau Kuasa Hukumnya” ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal dindglarsidangan,

diketahui bahwa Pemohon Banding dalam surat bangagtidak

melampirkan bukti berupa Akta Pendirian Koperaauafkta Perubahan

yang disahkan oleh Notaris yang dapat membuktikamva Saudara H.

Ibrahim Malewa merupakan seorang yang berwenangkumiengajukan

banding sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1)ndragadang Nomor

14 Tahun 2002 ;

Bahwa Pemohon Banding dengan Surat Panggilan No®®8/PP/Pg.14/

2003 tanggal 12 Agustus 2003 telah dipanggil untoénghadiri per-

sidangan, namun Pemohon Banding tidak hadir, sghiriglak ada data

dan keterangan tambahan dari Pemohon Banding ;

Bahwa karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan swaatling Pemohon

Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dindaRasal 37 ayat

(1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimarmardikakan di atas,

akan Pemohon Peninjauankembali (PK) sebelumnya &wiitiy tanggapi

sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ibrahim Malewa adalah salah satu pengkwpsrasi dengan
jabatan sebagai Ketua Antar Waktu masa bakti 19892-2Pusat
Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah bemtasa
keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 24 NoRABLXXIV/
VI11/2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Persetujuam Bangakuan Ketua
Antar Waktu (fotocopy SK terlampir — vide Bukti ;6

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (10) Akta BleambAnggaran
Dasar Koperasi Pusat KUD Sulawesi Tengah No. 1RBI/&IX/V1/95
tanggal 7 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa “pesgorelakukan
segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Pudat3(lleng serta
mewakilinya dihadapan dan di luar pengadilan”tqfeaopy Akta
Perubahan Anggaran Dasar terlampir — vide Bukd P.7

3. Bahwa oleh karena itu H. Ibrahim Malewa sebagailsahtu pengurus
harian koperasi dengan jabatan Ketua Antar WakasavBakti 1999-
2002 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10) AdttebBhan Anggaran

Dasar ...
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Dasar Koperasi, berhak mengajukan dan menandatapganohonan
banding ;

4. Bahwa tidak dipenuhinya panggilan untuk menghamirsidangan yang
dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2003 untuk beekan
keterangan dan membuktikan bahwa saudara H. I|bratietewa
merupakan orang yang berwenang untuk mengajukasifgasebagai-
mana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nd.ahun 2002,
disebabkan karena diluar kemampuan Pemohon (foregeune)
sebagaimana uraian Pemohon sebelumnya ;

5. Bahwa menurut Pemohon, permohonan banding Pemotleonenuhi
persyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasaya&7(3 Undang-
undang No. 14 Tahun 2002. Pemohon mohon Majelisiriakgung
berkenan memeriksa ulang permasalahan tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Tunggal dindakrsidangan
diketahui bahwa pengajuan banding Pemohon Bandiegnenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayatd4a] B6 ayat (1),
Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Undangagnila. 14 Tahun
2002 serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 &yaP@asal 36 ayat
(4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 147an02 ;

4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 66 ayain@o Pasal 82 ayat
(1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, putusan pksaan dengan
acara cepat yang dilakukan terhadap sengketa pajak bandingnya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Fasght (2), Pasal
36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1), adalah berdpk tlapat diterima ;
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dj &takim Tunggal
berpendapat surat banding Pemohon Banding tidakemeinn persyaratan
formal dan karenanya tidak dapat diterima untuledimbangkan ;
Terhadap pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimaneikiun di atas,
Pemohon Peninjauankembali (PK) memberikan tanggsgagai berikut :
1). Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 (&ydtndang-

undang No. 14 Tahun 2002, Pemohon telah tanggdmgsémana
uraian dan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan, dterena itu
menurut Pemohon permohonan Pemohon telah memepuygpatan
formal sehingga layak untuk dipertimbangkan ;

2). Bahwa ...
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2). Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undanddNd®ahun 2002,
yaitu Pemohon tidak memenuhi pembayaran 50 % dgakperutang
sebesar Rp. 327.186.975,00 (50 % x Rp. 654.3730K0menurut
Pemohon penetapan jumlah nilai pajak terutang elbetstidak ber-
dasarkan fakta bahkan menyimpang dari fakta nyata lerkualitas
cacat yuridis in casu tuntutan tagihan pajak seRifa 654.373.950,00
yang Termohon peninjauankembali tetapkan bukangiamg jawab
yuridis bagi Pemohon peninjauankembali ;

5. Bahwa timbulnya sengketa pajak termaksud akibat #akeliruan,
kekhilafan dan kealfaan yang bukan tidak disengijdalam penerapan
hukum atas fakta, telah dilakukan Termohon dalamsgs penetapan
tagihan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuastysan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasalr@f e Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2002, tetapi tidak dipertimglan dalam proses
pemeriksaan permohonan keberatan di tingkat Quersiditan maupun di
dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangaardjdlilan Pajak, yang
keseluruhannya akan Pemohon ungkapkan secara &gimokebagai
berikut :

1). Tentang Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 1999 No. Z99WPJ.13/
KP/0305/2001 tanggal 21 Desember 2001 (vide BuROR
Bahwa dalam rangka pemeriksaan pajak, Pemohah tetenyerah-
kan/meminjamkan kepada Termohon buku, catatan deanten yang
diperlukan sesuai Bukti KP RIK.PS.I.11 sebanyakiga(lembar foto
copy terlampir, vide Bukti P.10.3, P.10.4 dan BRl@tau sebanyak 14
(empat belas) dokumen yang terdiri dari 156 jeniktibpendukung.
Buku catatan dan dokumen yang dipinjam Termohon etzgia
diantaranya Pemohon anggap perlu sebutkan jenksargma berkaitan
erat dengan penerapan hukum atas fakta yang Penaddaonuraikan/
ungkapkan selanjutnya yaitu :

- SPT PPh Badan (1771) Tahun 1999 (vide Bukti P.8) ;

- Laporan hasil Pemeriksaan Neraca dan Perhitungeasil Haaha
tahun Buku 1999 No. 032/AU/VI/2000 tanggal 19 JAADO yang
diaudit oleh KAP.KJA Sapta Krida (vide Bukti P.9) ;

- Bukti ...
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- Bukti Pengeluaran Kas/Bank ;

- Daftar Gaji Karyawan Tahun 1999 ;

Laporan Hasil Pemeriksaan Termohon No. PHP-299/¥8AJIP.0305/

2001 tanggal 21 Desember 2001 (vide Bukti P.13rdmaikan kepada

Pemohon bersama surat pengantar dengan nomorangasama (vide

Bukti P.10.1) serta Surat Pernyataan Persetujuas pemeriksaan

pajak tahun 1999 (vide Bukti P.10.2), yang dimikégada Pemohon

untuk ditanggapi dan ditandatangani ;

Tanggapan Pemohon atas Pemberitahuan Hasil Peaatikg*HP

Termohon) sebagai berikut :

a. Bahwa formulir persetujuan atas Hasil PemeriksaajakP Tahun

1999, Pemohon tidak bersedia menandatangani ddef mem-
berikan tanggapan karena limit waktu yang diberikamya tujuh
hari sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohoeb@rdtan
dan memori banding Pemohon ;
Bahwa selain itu nilai-nilai yang tertera di dald@&®P Termohon
dilakukan secara sepihak tanpa konfirmasi dengate/SRT
Pemohon, karena itu seluruh Hasil Pemeriksaan Tmomtdak ada
yang Pemohon setujui ;

b. Bahwa tentang pencantuman nama wajib pajak baildadam
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan maupun di dalangafear
Surat, tertera nama Wajib Pajak : PT. PUSKUD SULTEWNide
Bukti P.10) ;

Bahwa atas penulisan nama Wajib Pajak PT. PUSKUDTEMG
bagi Pemohon, merupakan kesalahan/kekeliruan aeradminis-
tratif sehingga dapat dianggap berkualitas cacialig karena nama
wajib pajak yang betul adalah Pusat Koperasi Ussd(PUSKUD)
Sulawesi Tengah atau disingkat PUSKUD SULTENG dahkah
PT. (Perseroan Terbatas) ;

c. Tentang Peredaran Usaha sejumlah Rp. 10.502.0560Q1L50
Bahwa Peredaran Bruto menurut Termohon seperghiatdi atas,
tidak ada masalah bagi Pemohon karena jumlah terssdsuai

dengan pembukuan dan SPT Pemohon ;

d. Tentang ...
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d. Tentang Koreksi atas Harga Pokok Penjualan Rp370182,00
Bahwa Harga Pokok Penjualan menurut Termohon Rp.
9.069.170.164,00 sedangkan menurut SPT Pemohon Rp.
9.140.001.250,00 atau Koreksi Positif menurut Tdrom Rp.
70.831.132,00;
Bahwa penjelasan Termohon atas koreksi tersebutyahan
menyatakan “Hal ini terjadi karena dalam menghitailgi tersebut,
Pemeriksa melakukan gross up data dari hasil pemglan Peng-
hasilan Netto di bawah ini sesuai dengan ketenfp@mundang-
undangan yang berlaku” ;
Bahwa atas Koreksi Positif Termohon, sebesar RB310132,00
Pemohon menyatakan tidak setuju karena Termohak tidem-
berikan rincian dari unsur-unsur dan nilai mana gyatikoreksi,
sedangkan menurut SPT dan Pembuktian Pemohon. Hargek
Penjualan sebesar Rp. 9.140.001.250,00 jelas teroadi dalam
Laporan Keuangan dan Penghitungan Hasil Usaha @idigi P.9)
di bawah Nomor 10 halaman 11, dan untuk lebih jglasebagai-
mana rincian pada Lampiran 3 Permohonan Peninjaumaloli ini ;

e. Tentang Koreksi atas Penghasilan Bruto dari Usahp. R
70.831.132,00.
Menurut Termohon Penghasilan Bruto dari Usaha Rp.
1.432.882.988,00 sedangkan menurut SPT Pemohon Rp.
1.362.051.854,00 atau koreksi sebesar Rp. 70.83003dengan
alasan Termohon bahwa hal tersebut terjadi akibedkisi tersebut
di atas (huruf d) ;
Bahwa atas koreksi Termohon tersebut, Pemohon red@atidak
setuju karena tidak ada rincian nilai dari unsusturnyang dikoreksi
(tidak mempunyai alasan yang kuat) ;

f. Tentang koreksi atas Pengurangan Penghasilan Brigtga usaha)
Rp. 2.814.096.109,00.
Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimaksud Temnodhdalam
PHP-nya Rp. 0,00 (-) atau koreksi positif 100 % &&T Pemohon
sejumlah Rp. 2.814.096.109,00. Menurut pesph Termohon,

menyatakan ...
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menyatakan bahwa : “hal ini terjadi karena pemarikselakukan
nilai penghitungan Penghasilan Netto berdasarkanmboPeng-
hitungan sesuai ketentuan perundang-undangan yatakib’ ;

Atas koreksi dan penjelasan Termohon di atas, Pemakan tang-
gapi sebagai berikut :

Bahwa Termohon telah keliru menggunakan Norma Hamgian di
dalam menetapkan Penghasilan Netto Pemohon, dengagoreksi
semua biaya usaha menurut SPT Pemohon sejumlah Rp.
2.814.096.109,00 tanpa alasan yang masuk akal, ngkaa
Pemohon menyelenggarakan pembukuan sebagaimansdiina
Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Té@&Bténtang
Pajak Penghasilan sdd Undang-undang Nomor 10 Ta88#, dan
memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) KUP, PasallZB #an Pasal
29 KUP (vide Bukti P.8, P.9, P.10.3, 10.4 dan 10.5)

Bahwa mengenai koreksi Termohon atas seluruh Bilsaha yaitu
menurut SPT Pemohon sebesar Rp. 2.814.096.109,8{adand=p.
0,00 berarti koreksi total 100 % adalah suatu galan yang sangat
tidak masuk akal dan tidak beralasan bahkan sewemanang
karena selama proses pemeriksaan, Termohon tidakipenelaku-
kan konfirmasi dengan Pemohon atas temuan yangederbtau
diragukan keakuratannya ;

Bahwa biaya tersebut adalah biaya yang nyata-rdipeakenankan
untuk dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuariteain Pasal 6
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tal288 tentang
Pajak Penghasilan sdd Undang-undang Nomor 10 Th®@4h, tetapi
Termohon telah mengabaikannya ;

Bahwa biaya usaha sejumlah Rp. 2.814.096.109,00umesPT
Pemohon, rinciannya jelas tercantum di dalam Lapdtauangan
dan Perhitungan Hasil Usaha Pemohon yang telatditi&antor
Akuntan Publik (vide Bukti P.9) dibawah Nomor 11irifua dan b
pada halaman 11-12 bahkan telah dipinjam Termohetapit
dikesampingkan dan tidak dimanfaatkan sesuai kegenlya ;

Bahwa biaya dimaksud di dalam pengisian SPT BRdan telah

dilakukan ...
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dilakukan penyesuaian (rekonsiliasi fiskal) dendameksi positif
sejumlah Rp. 114.356.000,00 sehingga Biaya Usakaaseer-
hitungan fiskal sejumlah Rp. 2.814.096.109,00 terdari Biaya
Operasional Rp. 1.285.215.109,50 dan Biaya Admass& Umum
Rp. 1.528.880.990,27 yang rinciannya sebagaimamaikan diatas
dan untuk jelasnya sebagaimana pada Lampiran 2 2la
permohonan Peninjauankembali ini ;
Bahwa berkenan kasus di atas, Pemohon ungkapkanceatoh
perlakuan Termohon yang sangat fantastis yaitukkor&tas biaya
usaha sebesar Rp. 2.814.096.109,00 yang didalatenyasuk gaji,
THR, honorarium dan pesangon sejumlah Rp. 548.08/080 dan
telah dipungut PPh Pasal 21 tetapi terikut jugaordiksi oleh
Termohon, hal itu menurut Pemohon suatu perlakuamy ytidak
rasional ;
Bahwa menurut Pemohon sebagaimana diuraikan dj atasu
Termohon yang telah menyimpang dari ketentuan plemmg:
undangan yang berlaku karena untuk menjalankam sisatha tidak
mungkin tanpa mengeluarkan biaya ;

g. Tentang Koreksi Penghasilan Netto sehubungan dengaha Rp.
2.884.927.241,00.
Menurut Termohon, Penghasilan Netto (Laba bers#hjusungan
dengan usaha (Laba) sebesar Rp. 1.432.882.988@angian
menurut SPT Pemohon Rugi Fiskal sebesar (Rp. 0145255,00)
atau koreksi positif Termohon sebesar Rp. 2.884234700 ;
Bahwa terhadap koreksi positif Termohon atas RugkdF (Rp.
1.452.044.755,00) menurut SPT, Pemohon menyatakenolak
keseluruhannya karena terjadi akibat koreksi 1088 Pengurang-
an Penghasilan Bruto (Biaya Usaha) yang tidak mnasiadan
Termohon tidak dapat membuktikan rincian secassjahsur-unsur
biaya yang dikoreksi tersebut ;
Bahwa penggunaan norma penghitungan penghasilan okth
Termohon, Pemohon tidak setuju karena jelas-jel@sndhon

menyelenggarakan pembukuan justru sebaliknyandlon telah

melakukan ...
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melakukan penyimpangan terhadap SPT Pemohon téagena/ang
masuk akal (rederlijk) dan merupakan perlakuandtkath sewenang-
wenang (detournement de pouvair) ;

h. Tentang Penghasilan dari Luar Usaha Rp. 49.3410600,

Penilaian Termohon seperti tersebut di atas, Pemotidak
permasalahkan karena nilai tersebut dari Laba ugkrj Aktiva Rp.
6.849.500,00 dan SHU INKUD Rp. 42.492.000,00 ;

i. Tentang Total Penghasilan Netto Rp. 1.482.224.486,0
Menurut Termohon Penghasilan Netto (Laba bersimgydikena-
kan pajak sebesar Rp. 1.482.224.486,00 sedangkanroheSPT
Pemohon, Rugi sesuai perhitungan fiskal sebesar. (Rp
1.402.702.755,00) yang berarti koreksi positif Tehon Rp.
2.884.927.241,00 ;

Bahwa koreksi positif Termohon sejumlah Rp. 2.884.941,00
terhadap Rugi menurut SPT Pemohon sejumlah (Rp.
1.402.702.755,00), Pemohon menyatakan tidak setlpagaimana
telah diuraikan di atas ;

j- Tentang penentuan Penghasilan Kena Pajak menumtofien Rp.

1.482.224.000,00 dan Pajak Penghasilan terutang Rp.
435.917.200,00 Pemohon tidak setuju karena men&RT
Pemohon Rugi Fiskal sebesar (Rp. 1.402.702.755j@D) pajak
terutang Rp. 0,00 (Nihil) ;
Bahwa atas perhitungan dan penilaian Penghasiléio Nlermohon
sebesar Rp. 1.482.224.000,00 Pemohon menyatakak $etuju
karena menurut SPT Pemohon Rugi sebesar (Rp. T000255,00)
sebagaimana Lampian 1 ;

k. Tentang pengenaan Sanksi Administrasi Pasal 13 (&ydturuf a

KUP sebesar Rp. 217.958.600,00.
Bahwa pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) huruf R, IRémohon
menyatakan tidak setuju perlakuan tersebut kdbiakt tepat di-
dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-genaghukum)
yang berlaku atas fakta ;

Bahwa pengenaan Sanksi Administrasi berdasarkéentken Pasal

13 ayat (3) ...
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13 ayat (3) huruf a KUP, menurut Pemohon hanyandikan kepada

Wajib Pajak dalam hal :

> WP tidak menyampaikan SPT Tahunan sebagaimanatkaten
Pasal 3 ayat (1) huruf b KUP, sedangkan Pemohoah tel
memenuhinya sebagaimana pada awal uraian Pemohda (v
Bukti P.8) ;

> WP tidak menyelenggarakan pembuktian sebagaimetemtkian
Pasal 28 KUP, sedangkan Pemohon jelas-jelas memggleakan
pembukuan sebagaimana Pemohon telah uraikan (ki B.9);

> WP tidak meminjamkan buku, dokumen dan bukti pendgk
lainnya yang diperlukan pemeriksa pajak untuk Keper
penetapan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 29sktidhgkan
ketentuan tersebut Pemohon telah penuhi sebagaiRemahon
telah uraikan (vide Bukti P.10.3, P.10.4 dan PJ10.5

Bahwa pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 2)yatufuf a KUP

yang dilakukan Termohon, menurut Pemohon perlakiegasebut

keliru dan tidak tepat karena sanksi administrasigytepat adalah

ketentuan Pasal 13 ayat (2) KUP dengan catatamahilapternyata

terdapat sejumlah pajak yang tidak/atau kurangydib&emohon.

Sedangkan didalam kasus ini tidak terdapat sejurpibk yang

tidak/atau kurang dibayar Pemohon karena mengakamigian

sesuai SPT PPh Badan Pemohon yang perhitungandgaadian

atas Pembukuan serta Laporan Keuangan Pemohonitdi@ardor

Akuntan Publik ;

Bahwa perlakuan Termohon didalam menentukan nilai-ter-

kenaan dengan penetapan PPh Badan Tahun 1999 isednaga

penilaiannya dibawah ini yaitu :

Penghasilan Netto Rp. 1.482.224.486,00
PPh Terutang (pokok pajak) Rp. 435.917.200,00
Sanksi Adm. Ps. 13 (3) a KUP Rp. 217.968.600,00
Jumlah ymh dibayar Rp. 653.875.800,00

Bahwa menurut Pemohon, penetapan nilai-nilai tertsel atas

adalah suatu penyimpangan terhadap SPT P&thanB Pemohon

tanpa ...
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tanpa alasan yang masuk akal dan merupakan tingbetkkuan
sewenang-wenang, oleh karena itu menurut Pemohselukahan-
nya berkualitas cacat yuridis ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mapada Majelis
Hakim berkenan memeriksa ulang, mencermati dan kaging
kembali perlakuan Termohon atas penyimpangan dindglenerap-
an hukum atas fakta (Asfek formal/materiil) terhagermasalahan
diatas yang menjadi penyebab awal timbulnya pisiseh
kemudian menjadi perkara sengketa ;

2). Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPRBh Badan
Tahun 1999 Nomor : 00060/106/99/831/02 tanggal &0udri 2002
(Bukti P.3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Termohon sebaga diuraikan
pada angka 1 di atas, diterbitkan SKPKB PPh Baddmit 1999 dengan

nilai sebagai berikut :

- Penghasilan Netto Rp. 1.482.224.486,00
- Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.482.224.000,00
- PPh yang terutang Rp. 435.917.200,00
- Kredit Pajak Rp. 0,00
- Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 435.917,200
- Sanksi Administrasi :

Kenaikan Ps. 13 (3) huruf a KUP Rp. 217.950,600
- Jumlah ymh dibayar Rp. 653.875.800,00

(Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratushtypuluh lima ribu
delapan ratus rupiah) ;
Bahwa terhadap penetapan nilai tagihan pajak tesuthkli atas, baik
mengenai Penghasilan Kena Pajak, Pajak Penghagilag terutang,
maupun sanksi administrasi yang ditetapkan Termoh@&amohon
menyatakan tidak setuju karena ditetapkan berdasahasil pemeriksa-
an yang berkualitas cacat yuridis. Oleh karend@@&mohon mengajukan
permohonan peninjauankembali ;
3). Tentang permohonan keberatan Pemohon Nomor : @K201\//2002
tanggal 12 April 2002.

Bahwa ...
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Bahwa terhadap ketetapan pajak tersebut pada @idkatas, Pemohon
telah mengajukan permohonan keberatan sesuai de&wah Nomor :

02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002 yang ditea Termohon
pada tanggal 16 April 2002 (fotokopi terlampir, BUR.11 dan P.11.1) ;

Bahwa menurut Pemohon, permohonan keberatan térstdbah

memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentasal R5 ayat (2)
dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 rignketentuan
Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sdd Undang-gnteomor 9

Tahun 1994 yang akan Pemohon jelaskan sebagauberik

Bahwa permohonan keberatan telah diajukan Pemoboarss tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan junalgk Eerutang
yaitu Rp. 0,00 (Nihil), Rugi Operasional Komersi.RL.481.353.200,00
dan Rugi Fiskal Rp. 1.402.702.755,00 dibulatkan jadin Rp.

1.402.702.000,00 disertai dengan lampiran berugzoilaam Keuangan,
Daftar Rekonsiliasi Fiskal dan Fotokopi SPT (videkB P.8 dan P.9)
untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan yang tidPamohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-unNangor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajék@i?) sdd

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon tertanggal 1P 2§02, dan

diterima Termohon tanggal 16 April 2002 (vide Buki.11.1),

sedangkan SKPKB PPh Badan yang diajukan keberatéanggal 30
Januari 2002 yang berarti telah memenuhi batas uvéig bulan

sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) UndangwginNamor 9

Tahun 1994 ;

4). Tentang tanggapan Termohon atas permohonan kefePRemohon
Nomor : S-83/WPJ.16/KP.0309/2002 tanggal 18 ApdiD2 (vide Bukti
P.12).

Bahwa Termohon dengan Surat Nomor : S-83/WPJ.16809/2002
tanggal 18 April 2002 (fotokopi terlampir, Bukti I2), menanggapi
permohonan keberatan Pemohon sebagaimana diugzakianangka 3 di
atas yang isinya antara lain menyatakan sebag&uber“Berhubung

surat permohonan keberatan diajukan tidakertlii alasan tentang

jumlah ...
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5).

jumlah pajak yang seharusnya terutang, menuruitpagan wajib pajak
sehingga permohonan Saudara tidak sesuai deng&a &nburuf c di
atas (Reg. Maksudnya surat Termohon), maka surangb®nan
keberatan dari Saudara tidak dapat diproses lahjhtfditolak” ;
Bahwa huruf ¢ surat Termohon menyatakan sebagaiuber‘Menge-
mukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajakgyalipotong/
dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajdiak dengan
disertai alasan-alasan yang jelas” ;
Selanjutnya pada angka 4 surat Termohon menyatstzagai berikut :
“Saudara disarankan untuk memperbaiki surat permentya, dengan
memperhatikan batas waktu penyampaian surat sésogan angka 2
huruf d”;
Bahwa terhadap tanggapan Termohon sebagaimanaysutatsebut di
atas, Pemohon akan tanggapi sebagai berikut :
Bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan kehePamohon
terlalu dini dan tergesa-gesa tanpa mencermatiglitielan memeriksa
kelengkapan permohonan Pemohon terlebih dahuluagséhana
Pemohon uraikan di atas karena itu Surat Termofiseltbut tidak dapat
dianggap atau dipersamakan sebagai Keputusan Kabersesuai
ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomoraleum 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakatsddng-undang
Nomor 9 Tahun 1994 ;
Bahwa permohonan keberatan Pemohon yang sah sksteituan
perundang-undangan yang berlaku adalah Surat PerranhNomor
02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002 yang ditea Termohon
tanggal 16 April 2002 (vide Bukti P.11.1) ;
Tentang Surat Permohonan Keberatan Nomor : 228/FEMISE/2002
tanggal 22 April 2002 (vide Bukti P.13) yang dited Termohon tanggal
25 April 2002. Bahwa surat tersebut bagi Pemohdkabumerupakan
permohonan keberatan yang baru atau tersendirimkalasurat susulan
sehubungan permohonan keberatan sebelumnya sepegtidijelaskan
di dalam surat tersebut sebagai berikut : “Menysgsuat kami Nomor :
02.20/DKA/IV/2002 tanggal 12 April 2002, perihalderatan, dst ......

yang ...
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yang menunjukkan bahwa surat permohonan tertarig@april 2002
dan tanggal 22 April 2002 berkaitan antara satugderyang lain dan
saling melengkapi ;

6). Tentang Keputusan Keberatan Termohon Nomor : KEBDR/
WPJ.16/BD.03/2002 tanggal 23 April 2003 yang diteriPemohon pada
tanggal 28 April 2003 (fotokopi terlampir, vide BuR.2 dan P.21).
Terhadap keputusan keberatan Termohon di atas,olRenmakan tang-
gapi sebagai berikut :

a. Bahwa Keputusan Keberatan Termohon Nomor : KEPDR/BVPJ.
16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 di dalam pekangannya
menunjuk Surat Permohonan Nomor : 228/PENGRS/I\Z2@6aggal
22 April 2002, padahal permohonan keberatan Pemoyemg
sebenarnya dan sah adalah Surat Nomor : 02.20/DKZ002
tanggal 12 April 2003 (vide Bukti P.11) yang ditee Termohon
pada tanggal 16 April 2003 (vide Bukti P.11.1) sgghmana
Pemohon uraikan pada angka 4 dan 5 di atas, kére#a@putusan
Keberatan Termohon tersebut tidak tepate(evant) ;

b. Bahwa permohonan keberatan Pemohon sebetulnya clatop
berada ditangan Termohon yaitu kurang lebih sahurta tetapi
selama di dalam proses pemeriksaan berkas kebefBéamohon
tidak pernah meminta penjelasan atau keterangabatzan kepada
Pemohon mengenai hal-hal yang diminta untuk dipggangkan
sehingga bagi Pemohon tidak jelas alasan penoldeeratan
tersebut ;

c. Bahwa mencermati isi keputusan keberatan Termohwterinya
sangat minim sehingga tidak jelas bagi Pemohoraald®rmohon
menolak permohonan keberatan, justru sebaliknyaaikiegmn nilai
tagihan pajak yang diajukan keberatan yang semulp R
650.875.800,00 sesuai SKPKB menjadi Rp. 654.3730850anpa
rincian dan perhitungan yang jelas ;

d. Bahwa sekiranya alasan yang Pemohon uraikan dindaéamohon-

an keberatan yang disertai dengan bukti-bukti pkumdg, dijadikan

Termohon ...
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Termohon sebagai bahan pertimbangan di dalam pdrilgam
keputusan keberatan, maka kesalahan dan kekelipeaerapan
hukum atas fakta yang terjadi sebelumnya di dalaosgs peme-
riksaan dan penerbitan ketetapan pajak dapat digodan ditinjau
kembali sebagaimana mestinya. Namun hal itu tidakah dilaku-
kan Termohon, sehingga Keputusan Keberatan terhkelapan
pajak kurang bayar yang nilainya didasarkan atasl BPameriksaan
Pajak yang berkualitas cacat yuridis mengakibatkaputusan
Termohon Nomor ;. KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 taaigg3
April 2003 (vide Bukti P.2) menjadi berkualitas adguridis pula ;

e. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, mohond&epkjelis
Hakim berkenan memeriksa ulang dan mengkaji kembadiara
mendalam kasus posisi perkara dengan dalil Pemadbdradap
Keputusan Termohon tersebut secara obyektif ddn adi

7). Tentang Permohonan Banding Pemohon Nomor : 037/FEMAI/

2003 tanggal 22 Juli 2003 (vide Bukti P.4).

Bahwa di dalam uraian banding tersebut, Pemohohomdkepada

Pengadilan Pajak berkenan memeriksa dan meninjabadeKeputusan

Keberatan Pemohon  Termohon Nomor : KEP-02.BDN/

WPJ.16/BD.03/2003 tanggal 23 April 2003 mengenalaimilai

berkenaan dengan keputusan tersebut sehubungarandedigPKB

Nomor : 00060/206/99/831/02 tanggal 30 Januari 2@02ang pajak

terutang senilai Rp. 654.373.950,00 atas dasarhRsiign Kena Pajak

Rp. 1.483.331.000,00 ;

Bahwa sesuai permohonan banding tersebut, Pemoblamjignya

mohon agar keputusan Termohon tersebut di atag ddjpgau kembali

dengan mengajukan dua alternatif untuk dipertimkang sebagai
berikut :

Pertama, Pemohon mohon kepada Pengadilan Pajak rikgsn&an

mengkaji secara mendalam serta menerima permoh&eaeratan

Pemohon sesuai Surat Nomor : 02.20/DKA/IV/2002 ¢mhgl2 April

2002 sebagai permohonan keberatan yang sahtelah memenuhi

persyaratan ...
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persyaratan formal sebagaimana ketentuan Pasala?2%23 dan ayat (3)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KedenUmum dan
Tatacara Perpajakan, sdd Undang-undang Nomor 9nTa884. Oleh
karena telah lewat jangka waktu dua belas bulamunbetiterima
Keputusan Keberatan dari Terbanding sekarang Terméteninjauan-
kembali yang berarti telah tidak memenuhi ketentsaibagaimana
ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomoraleum 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakatusddng-undang
Nomor 9 Tahun 1994, maka sesuai ketentuan Pasay&65) Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumT@dacara
Perpajakan sdd Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994homo
Pengadilan Pajak menerima keberatan Pemohon sesuaiohonan
keberatan Pemohon tersebut yaitu Pajak Penghadgaf,00 dan Rugi
Fiskal Rp. 1.402.702.753,45 dan membatalkan Kepatuseberatan
Termohon Nomor : KEP-02.BDN/WPJ.16/BD.03/2003 tad@B April
2003 ;

Kedua, atau sekiranya alternatif Pertama tersebuwttat tidak dapat
disetujui, mohon Pengadilan Pajak berkenan menmpesingkan dan
meninjau kembali nilai-nilai yang tercantum di dalaKeputusan
Keberatan Termohon Nomor : KEP-02/BDN/WPJ.16/BD208B
tanggal 23 April 2003 dengan menetapkan kembakkP&enghasilan
(PPh) Badan Tahun 1999 sesuai perhitungan Pemodloagaimana
diuraikan pada angka Romawi VIII Permohonan BandiRemohon
Nomor : 037/PENGRS/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003twyasebagai

berikut :
Pajak Terutang Rp. 0,00 (Nihil)
Rugi Fiskal Rp. 937.631.717,00

Rincian penghitungan sebagaimana diuraikan padgiram3 memori
Peninjauankembali ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauardmbali

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai ...
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mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 5.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkanena
persyaratan formal pada saat mengajukan bandingomen 50 % dari pajak
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 yanh@ang-undang No. 14
Tahun 2002 tidak dipenuhi, karena itu putusan Pditaya Pajak sudah tepat
dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nygtantidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di kgispula dari
sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Elajakn perkara ini ber-
tentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, pek@ohonan penin-
jauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjeerabkli : PUSAT
KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI TENGAH tersebut harus
ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjaualoéli dari
Pemohon Peninjauankembali tersebut ditolak, makayabiperkara dalam
pemeriksaan peninjauankembali ini harus dibebankapada Pemohon
Peninjauankembali ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nbahlin 2004,
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-undamgNahun 2004 dan
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang8N@hun 2004 serta
Undang-undang No. 14 Tahun 2002 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemdbeminjauan-
kembali : PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) SULAWESI
TENGAH tersebut ;

Membebani Pemohon Peninjauankembali untuk membdyjaya
perkara dalam pemeriksaan Peninjauankembali idssetRp. 2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawardtamnkamah
Agung pada harRabu, tanggal 21 April 20040leh Iskandar Kamil, S.H.
Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditunjuk dteftua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohaj&.H.,M.Sc. dan Ny.
Chairani A. Wani, S.H. Hakim-Hakim Anggota, daiuaapkan dalam sidang

terbuka ...
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terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mien Trisnawaty{.SPanitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; Ketua;
ttd./.- ttd./.-
Widayatno Sastrohardjono, S.H.M.Sc Iskandar KagH.

ttd./.-
Chairani A. Wani, S.H.

Biaya peninjauankembali : Panitera Pengganti ;
1. Meterai.............. Rp. 6.000,- ttd./.-
2. Redaksi .....coeenne Rp. 1.000,- Mien Trisnawaty, S.H.
3. Administrasi peninjauan-

kembali .................... Rp. 2.493.000,-

Jumlah  Rp. 2.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.
Plt. Panitera,

(SATRIRUSAD, S.H.)
NIP. 040017956.-
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